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Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan Pinjamkan 200 

Eksemplar Buku ke Rumah Tahanan Tanjung, Kepala Rumah Tahanan: Semoga 

Literasi Meningkat 

 
Sumber gambar: 

https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/07/27/dispersip-kalsel-pinjamkan-200-eksemplar-buku-ke-

rutan-tanjung-karutan-semoga-literiasi-meningkat 

 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi (Dispersi) Kalimantan Selatan 

meminjamkan 200 eksemplar buku dari berbagai macam jenis buku kepada Rumah 

Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung. 

Buku bacaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Rutan Tanjung, Boy Irfan 

Arslan dan Kasubsi Pelayanan Tahanan, Syarifullah. Rabu (26/07/2023). 

Bantuan pinjaman buku ini merupakan salah satu upaya Perpustakaan Nasional 

RI dan Kemenkumham untuk mengembangkan perpustakaan sebagai sumber 

pembelajaran dalam rangka membangun bangsa menuju tercapainya revolusi mental. 

Selain itu diharapkan dengan bertambahnya buku di Rutan Tanjung dapat 

meningkatkan budaya gemar membaca dengan bahan bacaan dan informasi yang lebih 

optimal bagi Warga Binaan. 

Boy sapaan akrab Kepala Rutan Tanjung  menyampaikan ucapan terimakasih 

kepada Dispersip Kalsel yang telah meminjamkan 200 eksemplar buku kepada Rutan 

Tanjung. 

Harapan Karutan, dengan adanya penambahan berbagai judul buku bacaan kali 

ini dapat meningkatkan literasi ataupun minat membaca bagi para Warga Binaan di rutan 

tanjung sebagai salah satu bentuk kegiatan pembinaan.  
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Sumber berita: 

1. https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/07/27/dispersip-kalsel-pinjamkan-200-

eksemplar-buku-ke-rutan-tanjung-karutan-semoga-literiasi-meningkat, Dispersip 

Kalsel Pinjamkan 200 Eksemplar Buku ke Rutan Tanjung, Karutan: Semoga Literiasi 

Meningkat, (27/07/23).  

2. https://kumparan.com/rutantanjung/rutan-tanjung-terima-pinjaman-buku-bacaan-

dari-dinas-perpustakaan-dan-kearsipan-20sCgsAyUN8, Rutan Tanjung Terima 

Pinjaman Buku Bacaan Dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, (27/07/23). 

 

Catatan: 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: 

1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13); 

2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak 

perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perLtndang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan 

kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2)); 

3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan 

Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan 

Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan 

Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan 

Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. 

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan 

Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. 

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan 

prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. (Pasal 49) 

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: 

a. belanja operasi; 

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah 

Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. 

b. belanja modal; 
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Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya 

yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. 

c. belanja tidak terduga;  

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan 

darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. 

d. belanja transfer. 

 Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah 

Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa (Pasal 55) 

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pengadaan aset tetap dan asset lainnya (Pasal 64 ayat (1)); 

6) Belanja modal meliputi: 

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk 

dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisisiap dipakai; 

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin 

mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan 

lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan 

dalam kondisi siap pakai; 

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan 

mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai 

dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; 

d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan 

jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta 

dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; 

e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset 

tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap  yang diperoleh dan 

dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; 

dan 

f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk 

keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus 

disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. (Pasal 65) 


